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KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi September 2018 mengangkat Laporan Utama 
tentang perbaikan kampung KB, menyongsong hari kontrasepsi dunia. 
Topik ini menjadi sangat relevan karena sampai saat ini target kampung KB 
masih belum tercapai karena mayoritas provinsi belum memenuhi target 
satu kampung KB untuk setiap kabupaten/kota. Di laporan utama juga 
dibahas dua aspek indikator keberhasilan target kampung KB dan point-
point evaluasi guna perbaikan pencapaian target. 

Di bidang politik, Update Indonesia membahas empat isu yakni polemik 
daftar pemilih tetap (DPT) dan polemik Bawaslu terkait caleg mantan 
napi korupsi. Dua isu lainnya mengulas tentang sangkarut mahar politik 
dalam pemilu di Indonesia dan tantangan kepala daerah terkait pemecahan 
sejumlah permasalahan di wilayahnya serta rekomendasi yang bisa 
diusulkan terkait penyelesaiannya.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas tentang kebocoran gula 
rafinasi yang mengancam produktivitas petani lokal. Penulis menilai bahwa 
bocornya gula rafinasi yang beredar bebas di pasaran harus diantisipasi 
karena hal tersebut akan menurunkan keterserapan produksi gula lokal. Isu 
kedua yang diangkat dalam Update Indonesia September terkait polemik 
kewajiban dan potensi penggunaan biodiesel B20. Didalamnya mengupas 
tentang bagaimana mengoptimalkan surplus produksi minyak sawit 
mengingat Indonesia sebagai salah satu negara produsen minyak sawit 
terbesar di dunia.

Di bidang sosial, Update Indonesia kali ini mengangkat topik tentang isu 
hak asasi manusia fokus pada hak atas kebebasan menjalankan ibadat dan 
pembatasan HAM. Isu ini sangat kontekstual mengingat kasus yang sedang 
hangat dibicarakan mengenai Meliana yang terkena delik penodaan agama 
dan dihukum 18 bulan penjara. Konsep kebebasan beragama terkait ranah 
internum dan eksternum serta persyaratan pembatasan HAM dieksplorasi 
dengan ringkas dan padat.  

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan 
dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun 
bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, 
baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan
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analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, 
maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang 
kebijakan publik di Indonesia.  

 Selamat membaca.
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Perbaikan Kampung KB, Menyongsong 
Hari Kontrasepsi Dunia

Bulan Januari 2016 Kampung KB resmi dicanangkan oleh Presiden 
Joko Widodo. Kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat 
desa dengan kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan 
Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan 
Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait dalam upaya 
meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat (kampungkb.
bkkbn.go.id, 29/8).

Target Kampung KB yang Belum Tercapai

Program Kampung KB memiliki target per tahun yang harus dicapai. 
Target yang harus dicapai saat tahun pertama pembentukan adalah 
terdapat satu Kampung KB di setiap Kabupaten/Kota. Namun, 
target ini nyatanya belum dapat terealisasi di seluruh provinsi.

Berikut realisasi pembentukan Kampung KB berdasarkan jumlah 
kabupaten/kota di masing-masing provinsi.

Grafik 1. Persentase Kabupaten/Kota yang Telah 
Mencanangkan Kampung KB Terhadap Total Kabupaten/

Kota Tahun 2016

 
Sumber: kampungkb.bkkbn.go.id, 28/8

Laporan Utama
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Grafik 1 menunjukkan bahwa mayoritas provinsi belum memenuhi 
target satu Kampung KB untuk setiap kabupaten/kota. Bahkan 
terdapat delapan provinsi dengan capaian di bawah capaian nasional. 
Provinsi tersebut adalah Provinsi Kepulauan Riau, Maluku Utara, 
Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Sumatera 
Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), 
Kalimantan Utara, Bali, Papua Barat dan Papua.

Capaian tersebut merupakan capaian pada awal Program Kampung 
KB diluncurkan. Rata-rata nasional menunjukkan peningkatan 
capaian jumlah Kampung KB, yaitu dari 69 persen di tahun 2016 
menjadi 77 persen di tahun 2018. Namun, kenaikan ini nyatanya 
tidak berbanding lurus dengan capaian target menjadi lebih baik. 

Grafik 2 menginformasikan bahwa masih terdapat sepuluh provinsi 
dengan pencapaian di bawah rata-rata nasional pada tahun 2018. 
Belum lagi jika kita melihat target yang ditetapkan untuk tahun 2018, 
dimana pada tahun 2018 setidaknya sudah terbentuk satu Kampung 
KB di 50 persen desa kategori sangat tertinggal. 

Target tahun 2018 nampaknya sulit tercapai mengingat target tahun 
2016 saja belum tercapai. Dari total provinsi di Indonesia, baru dua 
belas provinsi yang berhasil memenuhi target satu Kampung KB 
untuk setiap kabupaten/kota. 

Grafik 2. Persentase Kabupaten/Kota yang Telah 
Mencanangkan Kampung KB Terhadap Total Kabupaten/

Kota Tahun 2018

 

 Sumber: kampungkb.bkkbn.go.id, 28/8

Laporan Utama
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Meninjau Indikator Keberhasilan Lain Kampung KB

Terdapat dua aspek indikator keberhasilan Kampung KB, yaitu 
aspek kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga serta aspek 
sektor pembangunan lainnya yang disesuaikan dengan sasaran/
indikator keberhasilan yang disusun/ditentukan oleh sektor yang 
bersangkutan. Indikator kepesertaan KB masuk ke dalam aspek 
pertama.

Grafik 3. Capaian Kepesertaan KB di Indonesia Tahun 2015 
dan 2016

*Provinsi Kalimantan Utara belum terbentuk pada tahun 2015

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, 2015-2016

Berdasarkan Grafik 3, Provinsi Maluku merupakan provinsi yang 
merasakan dampak positif keberadaan Kampung KB dari segi 
capaian kepesertaan KB. Namun, terdapat beberapa provinsi yang 
justru mengalami penurunan kepesertaan aktif KB setelah Program 
Kampung KB resmi dibentuk. Provinsi Sumatera Barat, Provinsi 
DKI Jakarta, dan Provinsi Papua Barat merupakan tiga provinsi 
yang justru mengalami penurunan kepesertaan KB setelah program 
Kampung KB dicanangkan.

Partisipasi masyarakat dalam KB dapat ditentukan oleh faktor 
internal dan eksternal. Faktor internal dapat berupa pengetahuan 
dan keyakinan. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa dukungan 
keluarga, dukungan dari lingkungan sekitar, ketersediaan informasi 
yang memadai, akses alat kontrasepsi yang terjangkau, serta kualitas 

Laporan Utama
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pelayanan. Baik faktor internal dan eksternal ini dapat diwujudkan 
dan diperbaiki melalui Program Kampung KB.

Memaksimalkan Keberadaan Kampung KB

Merujuk pada Grafik 2 dan Grafik 3, fakta menunjukkan bahwa 
provinsi yang mengalami penurunan kepesertaan KB sebenarnya 
telah mencanangkan sekitar 90 persen Kampung KB (kecuali 
Provinsi Papua Barat, 14 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa 
keberadaan Kampung KB kurang dimanfaatkan dengan baik sebagai 
salah satu upaya meningkatkan kepesertaan KB. 

Momen Hari Kontrasepsi Sedunia yang akan diperingati pada 
tangga  26 September mendatang dapat dijadikan momentum untuk 
berbenah. Evaluasi harus dilakukan untuk perbaikan pencapaian 
target. Beberapa diantaranya adalah:

Pertama, penentuan lokasi Kampung KB harus sesuai dengan 
kriteria yang telah ditentukan. Salah satu kriteria penentuan lokasi 
Kampung KB adalah kriteria umum, dimana suatu daerah dapat 
dijadikan Kampung KB jika daerah tersebut memiliki jumlah peserta 
KB di bawah rata-rata pencapaian kepesertaan KB tingkat desa/
kelurahan lain dimana kampung tersebut berada. Jangan sampai 
pemilihan daerah tidak sesuai dengan kriteria sehingga target tidak 
tercapai.

Kedua, koordinasi dan kolaborasi dengan sektor terkait. Kampung KB 
memiliki beberapa sasaran kegiatan, yaitu kepala desa/lurah, ketua 
RW, ketua RT, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), 
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Institusi Masyarakat 
Pedesaan (IMP), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, 
serta kader pembangunan lainnya. 

Merangkul dinas lain untuk mau bekerja sama dalam menghidupkan 
kegiatan-kegiatan di Kampung KB tidaklah mudah. Salah satu 
hambatan yang ditemukan oleh tim Badan Koordinasi dan Keluarga 
Berencana Nasional (BKKBN) dalam evaluasi Kampung KB tahun 
2017 menyebutkan bahwa Kampung KB diidentikkan dengan 
program milik BKKBN. Hal ini menyebabkan ada beberapa dinas di 
level kabupaten/kota menjadi enggan berkolaborasi.

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan temu rutin koordinasi 
yang diprakarsai oleh Dinas KB masing-masing kabupaten/kota 
dengan dinas lainnya agar memiliki satu pemahaman dan satu tujuan. 

Laporan Utama
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Hal ini dikarenakan tanpa adanya pembangunan terintegrasi lintas 
sektoral nampaknya akan sulit mencapai indikator keberhasilan 
Kampung KB, khususnya terkait capaian kepesertaan KB. 

BKKBN harus menjadi motor dalam proses berbenah sehingga 
tanggal 26 September sebagai Hari Kontrasepsi Dunia tidak hanya 
menjadi momen yang berlalu tanpa ada perbaikan yang berarti

- Umi Lutfiah -

Capaian kepesertaan 
KB di beberapa 
provinsi justru 
mengalami penurunan 
pasca adanya 
Program Kampung 
KB. Penyesuaian 
pemilihan daerah 
sebagai Kampung KB 
harus kembali merujuk 
kepada kriteria 
yang ada. Selain 
itu, pembangunan 
yang terintegrasi 
lintas sektor menjadi 
salah satu kunci 
keberhasilan Kampung 
KB, khususnya dari 
indikator kepesertaan 
KB.  

       

Laporan Utama
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Pada hari Rabu, 5 September 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019. 
Dalam DPT tersebut terdapat 187.781.884 pemilih yang terdaftar. 
Jumlah itu terdiri dari 185.732.093 pemilih di dalam negeri dan 
2.049.791 luar negeri. Di dalam negeri, jumlah pemilih tersebut 
didata dari 514 kota dan kabupaten di 34 provinsi dengan komposisi 
pemilih laki-laki sebanyak 92.802.671 dan pemilih perempuan 
sebanyak 92.929.422. KPU juga menyediakan 805.075 tempat 
pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 83.370 kelurahan dan 
desa di seluruh Indonesia. 

Sementara itu, untuk pemilih luar negeri, terdiri dari 984.491 
pemilih laki-laki dan 1.065.300 pemilih perempuan. Bagi pemilih di 
luar negeri, tersedia tiga metode pemilihan, yakni datang langsung 
ke TPS, melalui kotak suara keliling, dan melalui jasa pos. Untuk 
itu, KPU menyediakan 620 TPS bagi pemilih di luar negeri dengan 
jumlah pemilih yang diperkirakan memilih melalui TPS sejumlah 
517.128. Sedangkan pemilih yang akan memilih menggunakan 
kotak suara keliling diperkirakan berjumlah 808.962. Sementara itu 
sebanyak 723.701 pemilih akan menggunakan jasa pos.

Walaupun telah ditetapkan, KPU tetap memberikan waktu 
perbaikan selama 10 hari kerja setelah DPT tersebut ditetapkan. 
Hal ini dikarenakan, koalisi Pasangan Calon Presiden dan Wakil 
Presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengklaim terdapat 25 
juta daftar pemilih ganda yang masuk ke dalam 137 juta lebih pemilih 
yang ada di Daftar Pemilih Sementara (DPS) (detik.com, 4/9).

Sedangkan, koalisi partai politik pengusung Pasangan Calon Presiden 
dan Wakil Presiden, Joko Widodo-KH. Maaruf Amin, menyatakan 
masih mencermati adanya dugaan data pemilih ganda tersebut. 
Bahkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
(PDIP) Hasto Kristiyanto mengklaim pihaknya telah berteriak keras 
mengenai masalah daftar pemilih tetap (DPT) sejak Pilkada 2018 
lalu (sindonews.com, 4/9).  

Polemik Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019

Politik
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Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Komisioner Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Viryan Azis mengakui ada kemungkinan data 
pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Namun 
menurutnya, jumlahnya tidak sampai 25 juta data pemilih ganda. 
Viryan mengatakan angka yang diperoleh kubu Prabowo-Sandi itu 
berdasarkan DPS yang diberikan KPU kepada partai politik dalam 
bentuk soft file sekitar pertengahan bulan Juli 2018 (cnnindonesia, 
5/9). 

Dalam dokumen itu tercantum data setiap warga, termasuk Nomor 
Induk Kependudukan (NIK). Namun, dari 16 digit pada NIK, 
empat digit terakhir tidak disebutkan atau diganti tanda bintang. 
Penghapusan empat angka terakhir pada NIK ini permintaan 
Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) karena 
terkait dengan privasi warga negara. Viryan mengatakan setiap 
angka di belakang NIK itu sangat penting karena menjadi identitas 
spesifik seorang warga, dan sedianya angka tersebut memang tidak 
sama. Berbeda dengan angka yang ada di barisan depan dimana bisa 
beberapa orang memiliki angka yang sama (cnnindonesia, 5/9).

Lebih lanjut, Viryan berpendapat bahwa kemungkinan data ganda 
dapat terjadi karena tiga faktor. Pertama, adanya parktik administrasi 
dalam pencatatan data pemilih yang masih belum selesai. Misalnya, 
ada pemilih yang sudah memiliki KTP elektronik di suatu tempat, 
kemudian pindah. Kedua, terjadi perekaman identitas sebanyak dua 
kali lantaran proses pemasukan data yang kurang tuntas. Ketiga, 
adanya kemungkinan data pemilih ganda yang memang seharusnya 
dicoret oleh KPU (kompas.com, 6/9).

Permasalahan Penyusunan Daftar Pemilih

Melihat polemik diatas, penulis menilai bahwa penyusunan daftar 
pemilih sangat rawan permasalahan. Jika ini terjadi, tentunya akan 
berimplikasi terhadap pelanggaran hak konstitusi rakyat sebagai 
pemilih. Pelanggaran terhadap hak-hak konstitusi rakyat akan 
menyebabkan kecacatan dalam penyelenggaraan Pemilu. Belajar 
dari Pemilu 2009 dan 2014, masalah daftar pemilih terjadi pada saat 
penyusunan daftar pemilih.

Di Pemilu 2009, menurut data Kemitraan (2011), jumlah pemilih 
tidak terdaftar dan pemilih siluman diperkirakan jumlahnya sekitar 
31 juta pemilih. Pemilih siluman sendiri yaitu nama pemilih yang 
sudah meninggal, pemilih yang sudah lama pindah, warga negara 

Politik



Update Indonesia — Volume XII, No. 8 – September 2018 10

yang belum berhak memilih, pemilih yang juga terdaftar di dua 
atau lebih daerah lain, dan pemilih yang kemudian bekerja sebagai 
anggota TNI/ Polri belum dihapus dari DPT.

Di Pemilu 2014, terjadi permasalahan perbedaan antara data yang 
masih di tingkat DPT hingga data tingkat sistem data informasi 
pemilih. Jumlah calon pemilih dalam DPS (daftar pemilih sementara) 
tercatat 187.977.268 orang. Di dalam DPT berkurang menjadi 
186.842.533 dan menjadi 186.351.165 setelah DPT diolah Sistem 
Informasi Data Pemilih (Sidalih).

Untuk Pemilu 2019, persoalan perbedaan data DP4 dan DPS 
juga kembali terjadi. Di bulan Desember 2017, Kemendagri telah 
menyerahkan DP4 yang berjumlah 196.545.636 jiwa. Namun 
ketika di bulan Juni 2018, KPU mengumumkan DPS yang berjumlah 
186.379.878 jiwa, minus empat daerah di Papua, yaitu Mimika, 
Intan Jaya, Lanny Jaya, dan Mamberamo Tengah yang belum 
menyelesaikan rekapitulasi DPS. 

Berdasarkan dari dua data ini, terdapat perbedaan 10 juta jiwa. 
Melihat selisih ini, Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif mengatakan 
DPS yang dikeluarkan KPU belum mengakomodasi pemilih pemula 
yang akan berusia 17 tahun di bulan April 2019 (detik.com, 23/6). 

Penulis melihat pangkal persoalan dari penyusunan daftar pemilih, 
dikarenakan adanya ketidaksamaan pandangan antara Kemendagri 
dengan KPU terkait bahan penyusunan daftar pemilih. 

Pada Pasal 1 Ayat 32 PKPU No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan 
Daftar Pemilih, disebutkan bahwa Daftar Pemilih adalah data Pemilih 
yang disusun oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan hasil 
penyandingan Data Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir 
yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan Data Penduduk 
Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk selanjutnya dijadikan bahan 
dalam melakukan pemutakhiran.

DP4 itu sendiri merupakan data kependudukan di Kabupaten/
Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh 
Kemendagri dengan menggunakan sistem informasi administrasi 
kependudukan, serta diintegrasikan dengan hasil perekaman sidik 
jari dan iris mata. 

Namun bagi KPU, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat 
2 PKPU No. 11 Tahun 2018, DP4 hanya digunakan sebagai 
pertimbangannya saja, bukan menjadi bahan utama penyusunan 
daftar pemilih. 

Politik
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KPU berpandangan yang menjadi bahan utama adalah hasil dari 
pemutakhiran data, yang dilakukan dengan Pencocokan dan 
Penelitian (Coklit), yang dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih 
(Pantarlih) dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung. 

Sedangkan Kemendagri menilai bahwa DP4 seharusnya menjadi 
bahan utama dalam penyusunan daftar pemilih, karena telah 
terverifikasi, tervalidasi serta terkonsolidasikan dalam sistem 
informasi administrasi kependudukan.

Rekomendasi

Oleh karena itu, agar permasalahan daftar pemilih tidak kembali 
terulang seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya, setidaknya perlu 
dilakukan beberapa langkah-langkah tepat. Pertama, KPU bersama 
Kementerian Dalam Negeri, harus membangun kesepakatan 
bersama tentang bahan utama data pemilih. Hal ini penting agar 
data pemilih lebih akurat dibandingkan pemilu sebelumnya. 

Kedua, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meningkatkan koordinasi 
dengan berbagai pihak, seperti Media Massa, dan Kelompok 
Masyarakat Sipil untuk meningkatkan pengawasan setiap tahapan 
dalam penetapan daftar pemilih. 

Ketiga, KPU, bersama Media Massa, serta Kelompok Masyarakat 
Sipil mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mendaftarkan diri 
dan melaporkan jika terjadi kesalahan pendataan pemilih. Misalnya 
dengan memperbanyak sosialisasi melalui media konvesional dan 
media sosial. Langkah-langkah ini diambil sebagai usaha pencegahan 
munculnya permasalahan daftar pemilih.

- Arfianto Purbolaksono -

Pangkal persoalan dari 
penyusunan daftar 
pemilih dikarenakan 
adanya ketidaksamaan 
pandangan antara 
Kemendagri dengan 
KPU terkait bahan 
penyusunan daftar 
pemilih.

Politik
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Polemik Putusan Bawaslu Terkait Caleg 

Mantan Napi Korupsi 

                

Keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meloloskan 
mantan napi korupsi sebagai calon anggota legislatif (caleg) 
di sejumlah daerah, memunculkan polemik diantara lembaga 
penyelenggara Pemilu. Selain itu, putusan ini juga dianggap menjadi 
ujian terhadap komitmen penyelenggaraan Pemilu yang bersih dan 
berkualitas. Sehingga nantinya diharapkan menghasilkan wakil 
rakyat yang memiliki integritas. 

Polemik Putusan Bawaslu 

Putusan Bawaslu terkait diperbolehkannya bakal caleg mantan 
napi korupsi untuk menjadi caleg menuai polemik. Bawaslu sendiri 
menyatakan putusan ini telah tepat. Komisioner Bawaslu Rahmat 
Bagja mengatakan putusan Bawaslu tersebut tidak melanggar 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). 
Dalam Pasal 240 ayat 1 huruf g, UU Pemilu diatur mantan napi bisa 
maju menjadi caleg kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan 
kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana (inews.
id, 3/9).

Padahal sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan 
aturan tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk 
mengikuti pemilihan legislatif DPR, DPRD provinsi, serta DPRD 
kabupaten/kota. Sebagaimana diatur di Pasal 7 Ayat 1 huruf h 
Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan 
Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 
Hingga saat ini, berdasarkan data Bawaslu, terdapat 17 orang eks 
napi koruptor yang diloloskan Bawaslu menjadi caleg, di 12 daerah 
(detik.com, 4/9). 

Menyikapi putusan Bawaslu, Ketua KPU Arief Budiman 
menegaskan bahwa seluruh bakal calon anggota legislatif (bacaleg) 
mantan narapidana kasus korupsi tetap berstatus tak memenuhi 
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syarat. Arief memastikan, KPU akan mengembalikan berkas 
pendaftaran mereka mesti telah diloloskan oleh Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu) (kompas.com, 3/9).

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono 
menyebutkan, belum diputuskannya permohonan uji materi (judicial 
review) Peraturan KPU ( PKPU) soal larangan mantan narapidana 
korupsi maju sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) oleh Mahkamah 
Agung (MA) menyebabkan tidak adanya kepastian hukum alias 
status quo. Kondisi ketidakpastian hukum tersebut, kata Harjono, 
harus segera diakhiri. Caranya, harus dengan putusan uji materi MA 
terhadap PKPU. Oleh karena itu, DKPP bersama KPU dan Bawaslu 
mendesak MA untuk segera memutuskan permohonan uji materi 
itu tanpa menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap 
UU Pemilu (kompas.com, 6/9).

Memperhatikan polemik yang terjadi, Pemerintah kemudian juga 
meminta Mahkamah Agung (MA) untuk memprioritaskan uji materi 
terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 
tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD. Pemerintah meminta 
MA segera memutus perkara itu agar Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa memiliki payung 
hukum yang jelas dalam menyikapi eks narapidana kasus korupsi 
yang maju sebagai calon legislatif (kompas.com, 4/9).

Namun MA sebagai lembaga tinggi negara yang dianggap dapat 
memberikan jalan keluar terhadap persoalan ini, belum dapat 
memberikan putusannya. MA mengambil sikap untuk  menghentikan 
sementara tindak lanjut gugatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
(PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota 
Legislatif. 

Menurut Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah 
Agung (MA) Abdullah, ada konsekuensi andai MA melanjutkan 
tindak lanjut gugatan PKPU yang melarang eks koruptor nyaleg 
tersebut. Menurut Abdullah, MA harus menghentikan sementara 
perkara uji materi peraturan di bawah undang-undang bila undang-
undangnya sedang di uji materi di MK (kompas.com, 6/9).

Sedangkan menurut Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar 
Laksono mengatakan, MA tidak perlu menunggu keputusan MK 
terkait UU Pemilu. Sebab norma yang diuji di MK tidak berkaitan 
dengan norma PKPU yang diuji di MA. Saat ini norma UU Pemilu 
yang digugat ke MK yakni terkait presidential threshold, masa 
jabatan cawapres, dana kampanye dan frasa citra diri (6/9).
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Praktik Korupsi Saat ini 

Keputusan Bawaslu yang meloloskan bakal caleg mantan napi 
koruptor menunjukkan masih lemahnya komitmen pemberantasan 
korupsi di Indonesia. Padahal, korupsi adalah kejahatan luar biasa 
yang merusak semua sendi politik, sosial dan ekonomi. Meskipun 
penindakan terhadap kejahatan korupsi telah dilakukan, kasus 
korupsi pun masih marak dilakukan. 

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, pada 
tahun 2017 terdapat 576 kasus korupsi dengan kerugian negara 
mencapai Rp 6,5 triliun, suap Rp 211 miliar. Jumlah tersangkanya 
mencapai 1.298 orang. Jika dibandingkan tahun 2016, penanganan 
kasus korupsi tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan. Hal ini 
terutama pada aspek kerugian negara. Pada 2016, kerugian negara 
dari 482 kasus korupsi mencapai Rp 1,5 triliun. Angka ini naik 
menjadi Rp 6,5 triliun pada tahun 2017 (kompas.com, 20/2/2018).

Bahkan, yang paling terbaru adalah Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) menetapkan 41 anggota DPRD Kota Malang sebagai 
tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pembahasan APBN-P 
Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

Melihat fakta-fakta diatas, korupsi telah berjalan secara sistemik 
di lembaga negara yang dihasilkan oleh sistem demokrasi. Hal ini 
jelas menjadi paradoks, dimana saat ini kita telah menjadi negara 
yang lebih demokratis dibandingkan masih dibawah rezim otoriter 
20 tahun silam. Susan Rose-Ackerman (1998) berpendapat bahwa 
pergeseran dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokrasi 
tidak dengan sendirinya membawa dampak berkurangnya suap 
menyuap. 

Mark E. Warren berpendapat bahwa hal ini dikarenakan demokrasi 
“muka dua” (duplicitous democracy). Secara sederhana, demokrasi 
“muka dua” dapat dipahami sebagai kondisi di mana nilai-nilai dan 
norma-norma demokrasi dijunjung tinggi di hadapan publik, tetapi 
sekaligus secara diam-diam dilanggar dan digerogoti. Hal itu nampak 
dalam praktik korupsi yang marak terjadi di Indonesia. Demi meraih 
dukungan, para politikus selalu menjual slogan antikorupsi, namun 
sekalinya menduduki jabatan publik, tidak jarang sebagian dari 
mereka menyelewengkannya demi mengembalikan “modal” yang 
telah mereka keluarkan selama masa kampanye (Muhammad Aqil 
Irham, 2016).
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Selanjutnya, Arvind K. Jain (2001) menyatakan ada tiga pola relasi 
kekuasaan dan praktik korupsi di era demokrasi. Pertama, adanya 
pertemuan antara political leaders dan masyarakat, dimana seorang 
calon pemimpin publik ketika ingin memenangkan pemilu harus 
membeli suara atau memberikan janji kepada konstituennya sebagai 
politik balas jasa sehingga hal ini berpotensi menjadi “ruang korupsi”. 

Kedua, pertemuan antara masyarakat dan calon legislatif. Dimana 
kerap terjadi “pembelian suara” masyarakat saat pemilu oleh para 
politisi yang ingin mendapatkan “kursi” di lembaga legislatif. Ketiga, 
pertemuan antara political leaders, bureaucrat dan masyarakat, 
dimana seorang pemimpin publik melalui hak prerogatifnya menunjuk 
seseorang untuk menduduki jabatan publik dan akhirnya berfungsi 
sebagai “kepanjangan tangan” guna mendapat keuntungan.

Rekomendasi

Melihat fakta dan pendapat diatas, menurut penulis, pertama, 
diharapkan Bawaslu untuk tidak lagi meloloskan sengketa bakal 
caleg mantan napi korupsi. Kedua, untuk mengatasi kebuntuan 
payung hukum, MA harus segera memutuskan gugatan PKPU 
yang melarang caleg mantan napi, dengan memperhatikan urgensi 
pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Ketiga, mendorong partai politik untuk mencoret caleg mantan napi 
korupsi. Keempat, mendorong KPU bekerjasama dengan media 
massa serta kelompok masyarakat sipil untuk memasifkan sosialisasi 
tentang latar belakang caleg kepada publik. Agar masyarakat 
mengetahui latar belakang caleg dan tidak adanya lagi caleg mantan 
korupsi dalam daftar calon tetap (DCT). 

 - Arfianto Purbolaksono -

Seharusnya Bawaslu 
tidak mengambil 
putusan untuk 
meloloskan mantan 
napi korupsi untuk 
menjadi caleg. Apalagi 
jika melihat urgensi 
pemberantasan korupsi 
di Indonesia. 
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Sengkarut Mahar Politik dalam Pemilu di Indonesia

Setiap ada hajatan pemilu di Indonesia, hampir selalu ada berita-
berita miring soal proses berjalannya pemilu. Mulai dari proses 
kandidasi, penyelenggaraan, hingga hasil rekapitulasi selalu ada 
kabar miring yang mengiringinya. Salah satu contoh ekses negatif 
dalam penyelenggaraan pemilu ialah adanya mahar politik. Yakni 
adanya transaksi material yang dilakukan oleh kandidat kepada 
partai politik untuk mengusung dirinya. Parahnya, isu mahar politik 
terjadi diseluruh tingkatan kepemimpinan pemerintahan. Mulai 
dari kepala daerah bupati, walikota, gubernur, bahkan hingga level 
kepresidenan.

Seperti halnya yang kemarin ramai terdengar kasusnya Sandiaga 
Uno yang diisukan membayar mahar politik kepada PAN dan PKS 
dengan masing-masing sebesar Rp 500 miliar. Di level gubernur 
juga pernah terdengar isu mahar politik pada Pilkada Jatim 2018. 
Gagalnya pencalonan La Nyalla Mattalitti sebagai calon gubernur 
Jawa Timur diisukan karena Ia menolak untuk membayar mahar 
politik kepada Gerindra. Di level kabupaten/kota isu  tersebut 
mengalir deras. Ironisnya, isu tersebut hingga saat ini tidak dapat 
dibuktikan kebenarannya. Hanya berhenti menjadi isu yang terus 
tenggelam dengan isu lainnya.

Timbul dan tenggelamnya isu mahar politik tidak berdasarkan 
proses penegakan hukum, namun lebih pada kepentingan politik. 
Isu mahar politik lebih dilihat sebagai salah satu strategi untuk 
menjatuhkan lawan politiknya. Alhasil, mahar politik hanya berhenti 
sebagai isu untuk menjatuhkan pihak lawan tanpa bisa dibuktikan 
kebenarannya.

Mengapa Isu Mahar Politik Selalu Ada?

Adanya transaksi dalam pemberian rekomendasi dukungan partai 
kepada kandidat tidak cukup dijelaskan dari sudut pandang perilaku 
elit semata. Mahar politik juga harus dilihat dari kondisi kepartaian 
kita yang menyebabkan munculnya isu tersebut. Ada beberapa 
penjelasan yang menjadi sebab munculnya isu mahar politik dalam 
setiap hajatan pemilu.
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Pertama, adanya kebutuhan logistik partai politik yang cukup 
besar. Dana saksi, operator lapangan, kampanye, membutuhkan 
dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, partai tidak segan-segan 
meminta mahar kepada kandidat untuk didukung pencalonannya. 
Seringkali, dana mahar tersebut dibagikan oleh partai kepada 
anggota legislatifnya. Dalam penelitian yang pernah penulis lakukan 
pada Pilkada 2017 di sebuah kabupaten yang ada di Jawa, kandidat 
kepala daerah menghargai satu buah kursi legislatif level kabupaten 
berada di kisaran 50-100 juta rupiah. Dana tersebut kemudian 
dimanfaatkan oleh anggota legislatif tersebut untuk operasional 
mereka dalam pemilihan legislatif selanjutnya yang membutuhkan 
uang dengan jumlah yang tidak sedikit. Salah satu pos biaya 
terbesarnya ialah anggaran money politics. 

Kedua, jika dirunut lebih jauh, besarnya biaya money politics yang 
harus dikeluarkan oleh kandidat disebabkan oleh rendahnya party-
ID  masyarakat Indonesia. Party-ID merupakan derajat kedekatan 
warga dengan partai yang diyakininya untuk dipilih saat pemilu 
dilaksanakan. Survei yang dilaksanakan oleh Saiful Mujani Research 
Center (SMRC) pada bulan Desember 2017 lalu menyebutkan 
bahwa tingkat kedekatan warga Indonesia dengan partai yang 
diyakininya hanya sebesar 11,7 persen. Dalam studi komparatif 
dunia, hasil survei tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu 
negara dengan tingkat party identification yang paling rendah di 
dunia (kbr.id, 03/01).

Dampak Mahar Politik

Dampak dari mahar politik yang paling terlihat ialah banyaknya 
kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Mereka menerima suap, 
menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri. 
Korupsi mereka lakukan untuk mengembalikan modal yang mereka 
keluarkan ketika masa kampanye dulu. Atau dalam banyak kasus 
yang saat ini terjadi, mereka korupsi untuk persiapan logistik dalam 
pencalonannya yang kedua seperti Bupati Subang, Jombang, dan 
beberapa kepala daerah lainnya yang melakukan korupsi untuk 
persiapan pilkada selanjutnya (okezonenews.com, 26/6).

Rekomendasi Kebijakan

Jalan satu-satunya untuk menghilangkan mahar politik dalam 
pemilu kita ialah dengan cara mengembalikan isu mahar politik ke 
jalur hukum. Isu mahar politik seharusnya tidak dijadikan sebagai 
komoditas politik untuk menjatuhkan lawan politik semata. Proses 
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hukum terkait mahar  politik harus dilihat sebagai bagian dari 
penegakan hukum. 

Bawaslu sebagai badan pengawas penyelenggaraan pemilu harus jeli 
dan berani mengambil sikap atas adanya laporan masyarakat terkait 
dugaan adanya mahar politik. Selain itu, perlu adanya kaderisasi di 
tubuh partai politik yang dilakukan secara matang agar partai politik 
memiliki kader yang popularitas maupun elektabilitas yang tinggi. 

Dengan demikian, biaya money politics tidak perlu dikeluarkan lagi. 
Kedepan, isu mahar politik tidak muncul lagi bukan karena tidak 
dimanfaatkan oleh lawan politik, tetapi memang benar-benar kasus 
mahar politik tidak terjadi lagi. 

- Fadel Basrianto -

Politik

Perlu adanya 
keberanian semua 
pihak untuk memproses 
dugaan mahar politik. 
Banyak pihak yang 
permisif terhadap 
mahar politik 
dikarenakan mereka 
juga pernah memberi 
atau menerima mahar 
politik. 
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Tanggal 5 September 2018, Presiden Joko Widodo telah melantik 
9 gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil Pilkada 2018 silam. 
Pelantikan tersebut merupakan pembuka dari serangkaian pelantikan 
kepala daerah yang digelar di hari-hari berikutnya. Sebagaimana 
awal perjalanan kepala daerah yang telah dipilih oleh masyarakat 
dalam memimpin daerah masing-masing. 

Setelah kepala daerah tersebut mengucapkan sumpah kepala daerah 
di hadapan presiden, sejak itu pula mereka telah aktif sebagai kepala 
daerah. Mereka akan memimpin daerah masing-masing selama 5 
tahun mendatang. Dayung bersambut dengan penantian warga akan 
datangnya pemimpin yang baru saja terpilih di daerahnya masing-
masing. Warga telah menunggu para kepala daerah tersebut pulang 
dari Istana Merdeka untuk melaksanakan janji-janji yang mereka 
sampaikan ketika masa kampanye silam.

Semua gubernur dan wakil gubernur yang baru saja dilantik tersebut 
menunjukkan wajah bahagianya. Sangat boleh jadi ketika mereka 
telah pulang ke daerah, gimmick mereka berubah 180 derajat ketika 
melihat banyaknya persoalan daerah yang harus mereka selesaikan. 
Tidak hanya itu, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, 
mereka juga dihadapkan dengan berbagai tantangan. Melalui tulisan 
ini, penulis mengidentifikasi berbagai tantangan yang menghambat 
kepala daerah dalam menyelesaikan masalah daerah ke depan, serta 
beberapa rekomendasi yang relevan.

Pertama, setelah kepala daerah menentukan progam prioritas yang 
hendak dituntaskan, hal utama yang perlu dilakukan oleh kepala 
daerah ialah menginventarisir peraturan daerah, peraturan kepala 
daerah sebelumnya yang berpotensi mengganggu jalannya progam 
prioritas kepala daerah tersebut. Jika ditemukan adanya peraturan 
daerah atau kepala daerah sebelumnya yang akan menghambat 
percepatan progam prioritas tersebut, kepala daerah baru harus 
secara lekas merevisi atau bahkan membatalkan peraturan-
peraturan tersebut. 

Tantangan Kepala Daerah Baru 
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Pasalnya, banyak aturan di level kabupaten/kota yang tidak sejalan 
dengan kebijakan strategis nasional. Akibatnya proyek strategis 
nasional tidak bisa masuk di daerah. Tercatat Kemendagri telah 
membatalkan 3.143 perda yang bertentangan dengan program 
strategis nasional hingga tahun 2016 (setkab.go.id, 2016).

Maka dari itu, jika terus terganjal oleh aturan-aturan lama, kepala 
daerah baru akan kesulitan melakukan inovasi dan percepatan 
pembangunan. Selain itu, tentu aturan baru yang akan dikeluarkan 
oleh kepala daerah baru harus seirama dengan progam prioritas 
pemerintah pusat. Jangan sampai, peraturan-peraturan yang 
akan dikeluarkan nantinya dapat menghambat progam prioritas 
pemerintah pusat di daerah.

Tantangan kedua ialah adanya fragmentasi politik yang harus 
diselesaikan oleh kepala daerah tersebut. Adanya fragmen politik 
pasca Pilkada merupakan sebuah kewajaran. Yang perlu segera 
dilakukan ialah tidak membiarkan fragmen politik tersebut menjadi 
berlarut-larut. Efek jika adanya fragmen politik yang tidak segera 
diselesaikan dapat mengancam boikot progam-progam yang diinisasi 
oleh kepala daerah baru oleh fraksi DPRD yang tidak menjadi 
pengusung kepala daerah tersebut. 

Pemilu 2014 lalu mengingatkan kepada kita adanya saling sandera 
kebijakan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia 
Hebat (KIH) yang merugikan masyarakat luas. Untuk menghindari 
adanya saling-sandera semacam itu, kepala daerah harus menjalin 
komunikasi secara aktif kepada fraksi-fraksi di DPRD. Dengan 
harapan, progam prioritas yang Ia ajukan mendapatkan dukungan 
dari DPRD.

Ketiga, merawat harapan masyarakat akan kemajuan daerah. Janji-
janji kepala daerah yang semasa kampanye telah membangkitkan 
harapan masyarakat akan kemajuan daerahnya harus tetap 
dipertahankan. Cara paling konkrit ialah melalui jalur mewujudkan 
harapan tersebut menjadi kenyataanDengan harapan, kepercayaan 
masyarakat kepada pemerintah akan semakin besar. Kepercayaan 
dari masyarakat tersebut dapat terjadi jika pemerintah daerah 
benar-benar serius memberikan pelayanan publik yang prima. Selain 
itu, kepercayaan masyarakat dapat diperoleh dengan memberikan 
ruang untuk turut serta dalam merumuskan kebijakan publik di 
daerah.
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Dalam hal ini, para kepala daerah dapat menerapkan prinsip Open 
Government dalam menjalankan kegiatan pemerintahan sehari-hari. 
Open Government mengacu pada sebuah konsep pemerintahan 
yang akuntabel, responsif, dan membuka ruang partisipasi bagi 
masyarakat dalam proses kebijakan dan pembangunan di daerah.

Ketiga tantangan utama itulah yang harus segera diselesaikan oleh 
kepala daerah baru. Di saat yang bersamaan, warga juga harus 
secara aktif mengawasi dan ikut terlibat dalam proses jalannya 
pemerintahan di daerah.

- Fadel Basrianto -
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Kepala daerah 
baru tidak hanya 
dihadapkan oleh 
persoalan-persoalan 
baru, namun juga 
dituntut untuk 
menyelesaikan 
persoalan-persoalan 
lama di daerah 
tersebut.
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Gula merupakan salah satu komoditas yang memiliki permintaan 
cukup tinggi di tanah air. Mengacu data BPS tahun 2017, rata-
rata tingkat konsumsi penduduk per kapita mencapai 1,3 kg dalam 
seminggu. Bahkan gula menjadi komoditas dengan konsumsi 
terbanyak ketiga setelah beras dan telur. Tingginya permintaan 
masyarakat terhadap gula menjadikan ladang tersendiri bagi mafia 
pangan untuk ambil bagian mendapatkan keuntungan.

Beberapa waktu lalu publik digegerkan dengan temuan gula rafinasi 
yang beredar secara masif di beberapa pasar tradisional. Kasus ini 
bermula ketika Nur Khabsyin selaku Sekretaris Jenderal Dewan 
Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) 
membeberkan beredarnya secara bebas gula rafinasi di beberapa 
wilayah seperti Pontianak, Banjarmasin, Tangerang, Bogor, dan 
Cianjur. Ia menambahkan bocornya gula rafinasi dipasaran tersebut 
menyebabkan kerugian petani tebu lokal mencapai Rp 4 triliun 
dalam dua tahun (tempo.co, 31/8).

Bocornya kasus gula rafinasi tersebut bukan kali pertama terjadi. 
Pada tahun 2011 terjadi kasus serupa dimana Asosiasi Petani Tebu 
Rakyat Indonesia (APTRI) menemukan penyimpangan distribusi 
gula rafinasi mencapai 200 ribu ton (kontan.co.id, 2/7/2011). Jumlah 
tersebut tiap tahunnya kian meningkat hingga pada tahun 2018 
Kementerian Perdagangan menemukan sebanyak 500 ribu ton gula 
rafinasi beredar secara illegal dipasaran (tempo.co, 10/2).

Penulis menilai bahwa bocornya gula rafinasi yang beredar bebas di 
pasaran harus dimusnahkan karena hal tersebut akan menurunkan 
keterserapan produksi gula lokal. Dari sisi harga terdapat gap bahwa 
gula rafinasi yang beredar di pasaran jauh lebih murah dibanding 
gula kristal putih. Jelas kondisi tersebut akan menurunkan motivasi 
petani dalam melakukan produksi tebu. 

Efisiensi pada mata rantai produksi masih menjadi persoalan 
penyebab tingginya harga gula lokal. Seperti yang diungkapkan 

Kebocoran Gula Rafinasi Mengancam 

Produktivitas Petani Lokal  

Ekonomi
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Mantan Menteri Pertanian Anton Apriyantono, produksi gula lokal 
masih mengandalkan teknologi lama yang membuat produktivitas 
kurang efektif. Selain itu, proses distribusi bahan mentah melalui 
tebang dan angkut yang terlalu mengandalkan tenaga manusia 
membutuhkan waktu lama dan menyebabkan beban biaya 
operasional yang semakin tinggi (liputan6.com, 3/2/2017).

Sementara itu, mayoritas produsen gula luar negeri telah 
mengandalkan teknologi terbaru dalam proses produksi, sehingga 
lebih efisien dan mampu menekan biaya produksi. Dengan demikian, 
proses rantai produksi gula lokal yang masih cukup panjang 
menyebabkan semakin besarnya biaya overhead. 

Selain itu, perawatan pada mesin produksi yang sudah berumur 
juga memakan biaya yang tidak murah. Faktor-faktor ini yang 
menyebabkan harga gula lokal masih cenderung tinggi dibanding 
gula rafinasi impor. Lebih jauh mengenai kesenjangan harga tersebut 
dapat dilihat gambar berikut ini:

Tren Produksi Tebu Milik Perorangan Tahun 2010-2017

 

Sumber : Direktorat jendral Perkebunan 2015-2017

Tercatat selama tahun 2010 hingga 2017 produksi tebu yang dikelola 
petani lokal belum menunjukkan tren positif. Meskipun pada tahun 
2017 produksi tebu meningkat 680 ribu ton atau 2,4 persen dibanding 
sebelumnya, namun peningkatan tersebut belum sebaik capaian 
pada tahun 2015. Fluktuasi yang terjadi saat ini dimungkinkan salah 
satunya sebagai imbas dari persoalan bocornya gula rafinasi yang 
dijual dipasar umum.
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Pada dasarnya regulasi yang mengatur tentang penggunaan gula 
rafinasi impor telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 177 Tahun 2015 tentang kententuan Impor Gula. Pada Pasal 
9 Ayat 1 dijelaskan bahwa gula rafinasi yang diimpor oleh perusahaan 
pemilik Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) hanya dapat 
digunakan untuk bahan baku produksi dari industri yang dimiliki oleh 
perusahaan pemilik API-P.

Kemudian pada Pasal 9 Ayat 2 juga dijelaskan jika peruntukan gula 
rafinasi impor hanya dapat diperdagangkan atau didistribusikan 
kepada industri, dan dilarang diperdagangkan di pasar dalam negeri. 
Dari peraturan ini dapat diartikan bahwa sebenarnya sudah ada 
segmentasi yang jelas terkait distribusi gula rafinasi yang diarahkan 
khusus untuk mencukupi kebutuhan sektor industri.

Rekomendasi 

Terdapat beberapa upaya preventif yang dapat diterapkan 
untuk meminimalisir bocornya gula rafinasi dipasaran. Pertama, 
Kementerian Pertanian perlu menggandeng Asosiasi Pengusaha 
Indonesia (APINDO) untuk melakukan pendataan secara ulang 
terkait kebutuhan gula rafinasi di sektor industri. 

Upaya ini penting karena untuk memproyeksi kebutuhan gula rafinasi 
impor dalam negeri. Ketika impor gula rafinasi impor berlebih, maka 
akan terjadi kondisi penawaran berlebih (oversupply). Penawaran 
berlebih akan memunculkan potensi penyelewengan gula rafinasi 
oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kedua, pemerintah perlu melakukan audit distribusi terhadap rantai 
pasok gula rafinasi impor untuk mendorong transparansi. Proses 
audit dilakukan untuk mencari tahu berapa aliran distribusi gula 
rafinasi di sektor industri besar, menengah dan sedang. Dari proses 
audit tersebut akan dapat diketahui efektivitas keterserapan gula 
rafinasi impor tersebut.

Ketiga, aparat penegak hukum harus menindak tegas produsen 
yang ditunjuk sebagai importir gula rafinasi yang menyalahgunakan 
kewenangannya. Pemberian sanksi sangat diperlukan mengingat 
dari sisi regulasi sudah sangat jelas larangan gula rafinasi diedarkan 
secara massal di pasaran.
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Dengan demikian, konsumen, petani tebu lokal, maupun pihak 
importir dapat merasakan keuntungan jika upaya-upaya tersebut 
dapat dilakukan secara bersama-sama.

- Riski Wicaksono -

Melalui pendataan 
ulang kebutuhan impor, 
mekanisme audit, serta 
pemberian sanksi tegas 
diharapkan dapat 
meminimalisir adanya 
oknum pada komoditas 
gula, sehingga 
petani lokal memiliki 
insentif untuk lebih 
produktif, konsumen 
diuntungkan, dan 
importir gula juga 
dapat meneruskan 
aktivitasnya sesuai 
dengan kebutuhan di 
pasar..
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Tanggal 1 September 2018, Pemerintah secara resmi menerapkan 
perluasan penggunaan Biodiesel B20 pada semua sektor, baik sektor 
Public Service Obligation (PSO) maupun non-PSO (tempo.co, 31/8). 
Kebijakan ini tidak terlepas dari dikeluarkannya Peraturan Presiden 
(Perpres) Nomor 66 Tahun 2018 terkait kewajiban menggunakan 
biodiesel untuk sektor PSO dan non-PSO. Peraturan tersebut 
sekaligus merupakan revisi kedua atas Peraturan Presiden Nomor 
61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit. 

Pemerintah mengklaim bahwa dengan diperluasnya konsumsi 
Biodiesel B20 yang menyasar pada sektor non-PSO akan mampu 
memperbaiki jurang defisit pada neraca perdagangan yang terjadi 
saat ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin 
Nasution mengungkapkan kebijakan ini akan mampu menghemat 
devisa negara mencapai USD 2 miliar hingga USD 3 miliar 
melalui mekanisme pengurangan impor migas bahan bakar fosil. 
(metrotvnews.com, 31/8). 

Sementara itu, beberapa pihak secara teknis masih meragukan 
kelayakan penggunaan biodiesel B20 sebagai bahan bakar. Wakil 
Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRIANDO) Kyatmaja 
Lookman menjelaskan penggunaan bahan bakar campuran justru 
berpotensi merusak mesin karena proses pembakarannya berpotensi 
meninggalkan endapan dalam mesin. Ia juga menambahkan 
penggunaan biodiesel B20 lebih boros sehingga dikhawatirkan 
menambah emisi dan menghabiskan subsidi (katadata.co.id, 25/7).

Terlepas dari pro dan kontra yang saat ini terjadi, penulis melihat 
bahwa subtitusi di bidang energi khususnya melalui energi nabati 
menjadi sinyal positif dalam pemanfaatan energi terbarukan di 
Indonesia. Selain itu, upaya ini juga menunjukkan komitmen 
pemerintah dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan 
yang tercantum pada poin tujuh Sustainable Development Goals 
(SDGs), yaitu menciptakan energi yang terjangkau, bisa diandalkan 
dan modern.

Polemik Kewajiban dan 

Potensi Penggunaan Biodiesel B20 
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Mengoptimalkan Surplus Produksi Minyak Sawit

Inovasi di bidang energi terbarukan khususnya melalui minyak sawit 
atau Cruel Palm Oil (CPO) memang perlu didorong dan terus dikaji 
kelayakannya. Terlebih Indonesia menjadi salah satu negara terbesar 
dunia produsen minyak kelapa sawit. Indonesia dan Malaysia 
menjadi negara terdepan penghasil minyak sawit dunia dengan rata-
rata produksi 85-90 persen dari total produksi minyak sawit dunia 
(indonesia-investments.com, 26/6/2017).

Surplus produksi yang dimiliki komoditas sawit di Indonesia memang 
perlu dimanfaatkan dengan baik. Selama ini komoditas minyak sawit 
memang masih cenderung diarahkan untuk memenuhi permintaan 
pasar luar negeri. Berikut tabel mengenai tren permintaan ekspor 
minyak sawit Indonesia.

Perbandingan Tingkat Ekspor dan Kapasitas Produksi 
Minyak Sawit

 

Sumber: Direktorat Jendral Perkebunan 2017.

Berdasarkan tabel di atas, lebih dari 50 persen produksi minyak 
sawit diarahkan untuk komoditas ekspor. Selama tahun 2010 hingga 
2017 rata-rata ekspor minyak sawit Indonesia sudah mencapai 24,1 
juta ton. Kemudian dari produksi menunjukkan adanya peningkatan 
yang stabil, dimana pada tahun 2017 produksi sawit mencapai 35,4 
juta ton atau meningkat 6,6 persen dibanding tahun sebelumnya.

Dari fakta data tersebut, penulis mencermati bahwa kebijakan 
pemerintah memperluas pemanfaatan bahan bakar biodiesel baik 
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ke sektor PSO dan non-PSO memiliki potensi dampak turunan 
yang positif. Pertama, ditengah gejolak global yang menyebabkan 
naikknya harga minyak dunia, inovasi di bidang energi ini mampu 
mengurangi ketergantungan terhadap impor migas. Terlebih lagi 
Indonesia dapat memanfaatkan surplus produksi minyak sawit yang 
saat ini terjadi.

Kedua, keseriusan pemerintah mewajibkan penggunaan biodiesel 
B20 akan mampu menekan belanja subsidi energi pemerintah. 
Mengacu pada APBN 2018, anggaran pemerintah untuk subsidi 
energi mencapai Rp 94,53 triliun. Dengan adanya perluasan 
penggunaan alternatif energi ini akan mampu menurunkan beban 
fiskal saat ini.

Ketiga, kebijakan perluasan biodiesel B20 ini akan memberikan 
insentif bagi investor di sektor perkebunan sawit. Permintaan 
pasar yang semakin meningkat akan memacu produsen untuk 
meningkatkan kapasitas produksinya, sehingga kondisi ini berdampak 
terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut. Pada tahun 
2016, perkebunan sawit mampu menyerap sebanyak 7,9 juta orang 
(kementerian Pertanian, 2016). Angka tersebut akan meningkat 
seiring kebijakan pemerintah mendorong penggunaan minyak sawit 
sebagai campuran bahan bakar.

Lebih jauh, ditengah optimisme pemerintah memperluas penggunaan 
energi biodiesel, perlu juga diimbangi dengan melakukan mitigasi 
dampak negatif yang mungkin terjadi khususnya terhadap ekosistem 
lingkungan. Seperti hasil riset yang dilakukan oleh Center for 
International Forestry Research (CIFOR), yang menyebutkan bahwa 
perluasan penggunaan energi biodiesel sebagai energi terbarukan 
akan berdampak terhadap perubahan alih fungsi lahan. Kondisi ini 
memberikan implikasi terhadap meningkatnya emisi karbon dioksida 
hingga menggangu ketahanan pangan.

Kementerian ESDM bersama pihak-pihak lain yang memiliki fokus 
isu terkait perlu terus melakukan kajian mitigasi resiko dari penerapan 
energi biodiesel ini. Dengan demikian, diharapkan adanya perluasan 
inovasi di bidang energi akan mampu mendorong pembangunan 
secara berkelanjutan.

- Riski Wicaksono -
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Pemanfaatan 
biodiesel sebagai 
energi terbarukan 
bisa menjadi insentif 
baru bagi investor. 
Untuk itu, kelayakan 
pemanfaatan biodiesel 
harus terus dikaji agar 
mampu mendukung 
pembangunan yang 
berkelanjutan.
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Meliana adalah korban ketidakadilan. Delik hukum yang menjeratnya 
sebagai ‘penodaan agama’, dari perspektif hak asasi manusia (HAM) 
jelas sangat keliru. Kasusnya merupakan satu dari sekian banyak 
kasus terkait  ‘penodaan agama’ dimana putusan hakim dianggap 
keliru (Tempo.co.id, 30/08/2018) karena meminta mengecilkan 
volume suara azan yang terlalu keras bukanlah penodaan agama 
(cnnindonesia, 22/08/2018), namun keberadaannya (suara azan) 
bisa dibatasi. 

Belajar dari kasus Meliana, catatan pentingnya adalah sejauh mana 
pemahaman para penegak hukum terutama hakim mengenai hak 
atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dan konsep pembatasan 
HAM?  Menjadi sangat riskan kiranya jika para hakim tidak memiliki 
pengetahuan dan pemahaman yang baik dan benar mengenai kedua 
konsep. 

Penulis hendak menyampaikan kedua konsep diatas secara 
sederhana dan ringkas. Jika suara azan bukan penodaan agama, 
namun bisa dibatasi, maka dalam konteks ini yang perlu dijabarkan 
adalah konsep pembatasan HAM. Pemahaman yang baik tentang 
pembatasan hak seharusnya menjadi  rujukan para hakim agar ke 
depannya tidak terjadi lagi kasus yang serupa seperti Meliana

Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) 
membagi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam 
dua ranah, yakni: internum dan eksternum. 

Mengacu pada Komentar Umum No. 22 terkait Pasal 18 KIHSP, 
ranah internum mencakup hak untuk kebebasan memilih dan 
memeluk agama dan keyakinan. Hak ini tidak  dapat dibatasi dalam 
bentuk dan kondisi apapun. Negara pun tidak bisa melakukan 
intervensi dalam menentukan pilihan agama dan keyakinan individu. 
Penganut agama dan keyakinan Sunda Wiwitan di Jawa Barat  atau 
Permalim di Sumatera Utara, atau Islam Ahmadiyah yang tersebar 

Hak atas Kebebasan Menjalankan Ibadat dan 
Pembatasan HAM:

Belajar dari Kasus Meliana
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di beberapa wilayah di Indonesia sepatutnya dihormati, dan negara 
tidak bisa turut campur menentukan pilihan  agama dan keyakinan 
yang mereka anut. 

Di Indonesia, terdapat sejumlah kebijakan termasuk peraturan-
peraturan hukum yang membatasi pilihan individu atas agama dan 
keyakinan, sebut saja UU PNPS No. 1/1965 tentang Penyalahgunaan 
dan/atau Penodaan Agama dan peraturan turunannya, seperti 
Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait Ahmadiyah, 
dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terutama Pasal 
156 dan Pasal 156a.

Adapun ranah eksternum mencakup hak untuk menjalankan 
ibadat dan keyakinan. Hak ini merupakan implementasi dari 
ranah internum, bahwa pilihan agama dan keyakinan seseorang 
diwujudkan lewat ibadat yang dijalankan. Hak untuk menjalankan 
ibadat bisa dibatasi jika memenuhi syarat yang sudah ditentukan, 
diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KIHSP. 

Fokus pada temuan  fakta dan data lapangan  kasus Meliana, 
terungkap bahwa tidak sedikit pun Meliana bermaksud melakukan 
penodaan agama. Hasil investigasi Komnas Perempuan 
mengungkapkan fakta dan informasi yang sebenarnya dan utuh 
terkait peristiwa yang terjadi pada 29 Juli 2018 di Tanjung Balai, 
Sumatera Utara. Banyak data dan informasi yang sudah dimanipulasi 
yang mengarah pada ujaran kebencian terhadap korban (Meliana) 
yang kebetulan perempuan dengan Etnis Tionghoa dan beragama 
minoritas (Budha). 

Jika bukan penodaan agama yang disangkakan, artinya kasus 
Meliana tidak masuk dalam dalam ranah internum.  Komnas HAM 
menilai bahwa  kasus Meliana merupakan kasus terkait ketertiban 
umum (Tempo.Co, 24/08/2018). Dan jika ditela’ah, ketertiban umum 
merupakan salah satu syarat mengapa HAM bisa dibatasi. Artinya, 
kasus Meliana merupakan kasus di ranah eksternum yang dapat 
dibatasi. 

Jika suara azan dapat dibatasi, mengapa Meliana justru dihukum?  
Totok Yulianto, dari PBHI dalam media briefing yang diadakan INFID 
mengemukakan kekeliruan Majelis Hakim, yang menggunakan pasal 
‘penodaan agama’ dengan mengacu pada Pasal 156 dan 156 a untuk 
menjerat secara hukum Meliana. Kekeliruan para hakim dimaksud 
semakin tidak terbantahkan setelah tim pencari  data dan fakta 
lapangan kesulitan mencari bukti-bukti bahwa Meliana melakukan 
penodaan agama (infid.og, 10/09/2018).  
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Pembatasan Hak dan Syarat Ketertiban Umum

Prinsip Siracusa merupakan prinsip-prinsip mengenai ketentuan 
pembatasan dan pengurangan hak yang diatur dalam KIHSP. Prinsip-
prinsip ini diformulasikan oleh para ahli hukum internasional yang 
berkumpul di Siracusa, Italia pada bulan April dan Mei 1084 (Issu.
com, 10/09/2018). Pembatasan dalam implementasi hak-hak hanya 
berlaku dalam kondisi sebagai berikut:

1.Didasarkan pada hukum (nasional)

2.Diberlakukan dalam masyarakat demokratis 

3.Untuk melindungi ketertiban umum

4.Untuk melindungi kesehatan publik

5.Untuk melindungi moral publik

6.Untuk melindungi keselamatan publik

7.Untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain 

Prinsip Siracusa juga menyatakan bahwa penilaian pada perlunya 
pembatasan harus dibuat pada pertimbangan-pertimbangan 
obyektif, dan negara harus mendefinisikan adanya kebutuhan atau 
tekanan sosial tentang perlunya pembatasan. Jika dielaborasi, 
ketertiban umum sebagai syarat pembatasan harus diartikan 
sebagai sejumlah aturan yang menjamin berfungsinya masyarakat. 
Menurut Manfred Nowaks, istilah tatanan/ketertiban umum/
publik seharusnya ditafsirkan secara sempit dalam arti pencegahan 
kekacauan publik (Pusham UII.ac.id, 10/09/2018).  

Prinsip ini juga menyatakan bahwa organ atau agen negara yang 
bertanggung jawab terhadap ketertiban umum keberadaannya 
harus dapat dikontrol dalam pelaksanaannya. Diantaranya melalui 
parlemen, pengadilan, atau badan-badan lain yang kompeten 
lainnya (Pusham UII.ac.id, 10/09/2018).   

Mengacu pada kasus Meliana, kasusnya jelas bukan penodaan 
agama sebagaimana telah dikemukakan diatas. Kasus Meliana 
merupakan kasus hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan 
di ranah eksternum karena menyangkut ‘menjalankan ibadat’ yang 
dalam konteks ini  mengenai suara azan untuk memanggil beribadat.
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Jika masuk ranah ekternum, maka sangat dimungkinkan bahwa suara 
azan tersebut dapat dibatasi sejauh sesuai persyaratan yang sudah 
ditentukan sebagaimana termuat dalam prinsip-prinsip Siracussa. 
Sejumlah pertanyaan lanjutannya adalah apakah pembatasan suara 
azan sudah diatur dalam regulasi nasional (UU)? Apakah pembatasan 
suara azan terjadi pada masyarakat yang demokratis? Jika mengacu 
pada penjelasan Komnas HAM bahwa suara azan melindungi 
ketertiban umum, apakah suara azan sudah sedemikian menganggu 
sehingga harus diatur agar menjamin berfungsinya masyarakat? 
Atau pembatasan suara azan dapat mencegah kekacauan publik?

Pertanyaan-pertanyaan diatas, seharusnya dapat membantu 
membuka pemahaman publik dan penegak hukum jika ke depan 
akan menghadapi kasus serupa. Meliana adalah salah satu dari sekian 
banyak korban ketidakadilan akibat minimnya pemahaman penegak 
hukum terkait hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan 
dan konsep pembatasan hak; Mereka sekaligus korban dari regulasi 
yang tidak sinkron dan tidak berperspektif  HAM yang tidak dapat 
membedakan antara ranah internum dan eksternum sebagaimana 
diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang terkait hak asasi 
manusia.

Dua rekomendasi penting yang menjadi prioritas agar kasus serupa 
tidak terulang lagi dan regulasi yang tidak sesuai HAM tidak 
diterbitkan yakni: Pertama, melakukan judicial review atas UU No.1 
Tahun 1965 mengenai Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, 
serta berbagai peraturan turunannya karena bertentangan dengan 
HAM.

Kedua, meminta Komisi Yudisial melakukan evaluasi terhadap 
semua hakim dan jaksa yang tersebar di Indonesia tentang seberapa 
jauh pemahaman mereka terhadap konsep hak atas kebebasan 
beragama dan berkeyakinan dan pembatasan HAM. 

 - Yossa Nainggolan -

Hak atas kebebasan 
beribadat dan 
berkeyakinan 
dibagi ke dalam dua 
ranah: internum dan 
eksternum. Ranah 
internum tidak dapat 
dibatasi karena 
mencakup kebebasan 
individu untuk memilih 
agama dan keyakinan. 
Delik ‘penodaan 
agama’ adalah salah 
satu pembatasan atas 
hak di ranah internum 
yang tidak sesuai 
dengan nilai-nilai 
HAM.
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Profil Institusi

The  Indonesian  Institute (TII) adalah lembaga penelitian 
kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang 
resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis 
dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga 
yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana 
utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, 
perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia 
untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk 
memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan 
memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik 
lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi 
masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung 
tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan 
partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan 
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat 
diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-
hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan 
masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik 
di Indonesia. 

TII  juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam 
masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup 
mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses 
demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil 
bagian penting dan aktif dalam proses itu.
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Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang 
dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan 
hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai 
visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan 
advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), 
diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (Wacana 
TII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam bahasa 
Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia Report), 
serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

Alamat kontak:
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

 Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92, 
Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com
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RISET BIDANG EKONOMI
Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah 
satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya 
membuat pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan 
kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih 
lagi semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah 
untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. 
Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus 
dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan. 

Hadirnya kebijakan otonomi daerah yang tertuang pada UU No. 32 Tahun 
2004, menuntut adanya proses perencanaan bottom up yang partisipatif 
dalam proses pembangunan. Namun, sejauh ini desentralisasi fiskal masih 
menjadi sorotan penting bagi masyarakat, khususnya di daerah. Hal 
ini terlihat pada masih tingginya angka ketimpangan, kemiskinan, dan 
pengangguran. Dengan demikian, dibutuhkan formula kebijakan yang 
tepat sasaran dan efektif.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal 
dan pembangunan berkelanjutan. Isu desentralisasi fiskal akan fokus pada 
pembahasan keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. 
Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada 
produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur dan ketimpangan 
pembangunan. Pada isu kemiskinan, fokus penelitian TII terletak pada 
perlindungan sosial (social protection), kebijakan sumberdaya manusia 
dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah. 

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh 
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk 
membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam 
setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan 
adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral 
dan Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG HUKUM
Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang 
akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi 
Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan 
dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. 
Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan 
Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang 
akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi 
Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan 
dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. 

Program Riset, Survei, dan Evaluasi 
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Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah 
Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik 
yang kuat.

RISET BIDANG POLITIK
Semenjak dibakukannya UU No 22 Tahun 1999 yang 
disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, kekuasaan sudah tidak lagi 
terkonsentrasi di pemerintah pusat. Melalui UU tersebut, 
pemerintah daerah memiliki ruang otonomi yang luas 
untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dengan 
adanya otonomi daerah secara luas, dan keharusan untuk 
menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good 
governance), pemerintah daerah dituntut lebih responsif 
terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, riset-riset 
kebijakan publik menjadi penting bagi pemerintah daerah dan 
segenap jajarannya untuk menganalisa konteks dan isu di 
daerah, serta aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan 
publik. 

Untuk merespon kebutuhan tersebut, riset bidang politik 
yang dapat TII tawarkan antara lain berupa kajian kebijakan 
(policy assessment) yang akan ataupun sudah dilakukan. 
Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi 
aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian 
yang TII tawarkan ini berguna untuk mendorong kebijakan 
pemerintah memastikan bahwa kebijakan publik sesuai 
dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII 
juga dapat menawarkan beragam terobosan kebijakan yang 
transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya 
dan penerapan prinsip-prinsip Open Government pada 
umumnya, dalam rangka meningkatkan partisipasi warga 
dalam proses kebijakan. 

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan 
rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang 
strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong 
penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat 
maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan: (1) 
Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) 
Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment 
Research, (5) Survei Indikator.

Program Riset  Program Riset, Survei, dan Evaluasi 
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RISET BIDANG SOSIAL
Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan 
yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. 
Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, 
Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, 
Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan 
Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang- 
bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk 
memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, 
langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam 
mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, 
kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII 
adalah (1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative 
Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) 
Need Assessment Research, (5) Program Evaluation 
Research, dan (5) Survei Indikator.

SURVEI PRA PEMILU DAN 
PILKADA
Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh 
TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan 
yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu 
maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada 
adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, 
dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei 
merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim 
dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi 
bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan 
berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) 
Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun 
Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat 
diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan 
kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk 
melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim 
sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi 
kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan 
pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif 
digunakan sebagai vote getter; serta ( 4) mengetahui media 
yang paling efektif untuk kampanye.
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EVALUASI PROYEK ATAU 
PROGRAM
Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah 
evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan 
pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan 
di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau 
program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah 
yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program. 

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan 
menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau 
program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan 
proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir 
memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran 
dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama 
diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di 
akhir periode proyek atau program.

Program Riset, Survei, dan Evaluasi 
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Diskusi Publik

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-
masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, 
pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai 
media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan 
para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil 
society, akademisi, dan media. 

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang 
tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, 
konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya.  Pertimbangan 
utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, 
serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum 
dilaksanakan. 

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu 
peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga 
menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian 
Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi 
yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan 
forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan 
dan mewakili berbagai pihak secara setara. 

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar 
mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara 
berkala TII memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para 
pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para 
peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya 
di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam 
ruang kering tanpa solusi.
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PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan 
diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program 
penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD 
sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk 
mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, 
demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota 
DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam 
memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik 
legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian 
pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan. 

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang  timbul  baik 
sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun 
yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The 
Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk 
mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang 
baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku 
kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini 
menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi 
forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, 
lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa 
program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik. 

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam 
rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang 
dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk 
bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Fasilitasi dan Advokasi
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